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Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,
bahr','a r,rntuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Iiabr,ipaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2OI7 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20IB;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19650 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
273O);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO1 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambaharr Lr:ntbarat-',
lJegara Republik Indonesia Nomor a355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aaOO);
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undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang sistem
perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor IO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a27) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa39l ;

Un-dang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9) ;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2AlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a) ;

Urrd:rng-Uttclilng Nonror 23 'l'erhurl 20 l'l fctrtang
Pemcrint.ahan L)ae:t'eih (l,t:mbarer n Negarei l?epubl ik I r rt.lonesia
'l'eilrun')OI4 Nont<lr 244, Termbahtttr Lembitt'itt'1 Negara
Repurblik Indonesirl Notnor 5587), sebcrgaimana tclalt cliubah
beberalla kali, leralchir dengan Unclarlg-Undeing Nrlttror 9
Tahun 20tS (Lcrnbaran Negara Repu|lil< Inclottcsirt 'l'ahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lem|arettr Negiit'a l{r:lrublik
Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 'l'ahun 2000 te ntang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahtrn 2000
Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO2,8);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor I7I, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi l(euangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republili Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578\ ;
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t7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2oI7 tentang
pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLT Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6OaI);
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6rfl ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indotresia Tahun 2OQ9 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5351 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2OlO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahurn 2010 Nomor L23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia
Nomor 52721 ;

Peraturan Pemerintah t,lc,mor 60 Tahurn 2014 tctrtattpi Dana
Dcsa yang Berslrmber dari Anggeiran PencluSrttttttt dan
Belanja Negara (Lcrnbarein Negat'a ltt:publil< Irttlonesia
'l'ahun 2014 Notnor 168, Tarnbuhart [,embitrttrl Ncgara
Republik Indonesia Nclmor 5558), scbitgtrirrtana tt:lrrlt tlitrbah
bebera.pa kali, terErlchir dcngan Peratttril tt f)emeri tr tlr I r Nomor
8 Tahun 2016 (Lcrnbarern Negara llepr-rblil< Indottcsiir 'l'ahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara ltcpublik
Indonesia Nomor 586a);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor II4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057\;
Peraturan Presiden Nomor i08 'fahun 2OO7 tentang
T\rnj angan Tenaga Kependidikan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20Ll;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomclr 62 'l'ahurt 2AI7
tentang Pengelompokan Kemampuan l(euangan Daerah
serta Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2OI7 Nomor 1067\;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84lPMKl07 I2OOB
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20IPMK,O7 l2OO9;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20II
tentang Pedoman Pemberian I{ibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tenang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OlB;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah l(abupaten Pamekasan Tahun 2005
Nomor 2 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2OLO tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jaian
Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun
2OlO tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan
Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 20i0
Nomor 2 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun
2olt tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2OLl Nomor 1 Seri B) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun
2OI2 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 20 12 Nomor 1 Seri C);
Peratr.rran Daerah Kaburpaten Pamekasarl Nornclr 1l] l'erhun
2012 tentarrg lRctribusi Jasa Umunr (l,embaran l.)aerah
I(arbuJ:;rten Pantelcasan'l'ahun 2012 Nomor 2fit:ri C),
seba6;a.inratril telirh clitibah dengirtt l:)crat-ut'rtrt l)iterah
Ketlrupat<:n I)antcl<ilsiltr Nornor 2'l'ltltt.ttt 20l(t (l,r:trtlraran
Deicrah l(abr-rpatcn Petmcl<asarr Tahr-ur ?0 l(: Nonrr.lt'(r);
Peraturan Dacrah Kabr-rpaten Pamekasnn Nomor I'l 'l'tthun
2OI2 tentang l?etribusi Jasa Usaha (l,embaran l)aerah
Kabr-rpaten Parnekasan Tahun 2OL2 Nomor lI Seri
C)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan l.)aerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2016 (Lernbaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 5);
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Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasian Nomor 15 Tahun
2OI2 tentang lletribusi Pelayanan Kesehata.n (Lcrnbaran
Daerah Karbupalen Parrrekasan Tahun 2OI2 Nornot' 4 Seri
C),sebagairnana telah dir-rbah detrgarr Peratul'etn [)aerah
Keibupaten Panrekasan Nomor 5 'l'i,tlttttt 201(r (l.,cltrberran

Dacrah I(abupatcn Parrne lcasan'fahurn 11016 Nottror llt);
Peraturan Darcrilh l(rtbupaten Pame l<iltiilr) Nomor l'l 'l'irhun
2013 l-entarrg Pcmbentukern Pcrattrrirn I)aera.lr I(rrlrttlratcrt
Pamel<ersarr (Lernl.:ararr Daerah Kitl;utpilten I)atttt:l<asan
Tahun 2013 Nomor 17);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2l 'lahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah
Daeral: Tahun 2OL3-2OL8 (Lembaran Daerah l(abupaten
Pamekasan Tahun 2013 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun
2Ol4 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil. Bupati Tahun 2018 (Lembaran
Daerah Kabeipaten Pamekasan Tahun 2O 14 Nomor B) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun
2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke
Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (Lcmbaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 1a);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke
Dalam Modal PT. Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 20 15 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2A16
Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun
2OI7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 20 17 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor Tahun
2OI7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2OI7 Nomor );



MEMUTUSI(AN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
Anggaran 2OIB terdiri atas :

1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 163.640.118.924,OO
b. Dana Perimbangan....... Rp. 1.227.591.312.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 333.7aa.09lJZ0pA
Jumlah Pendapatan..,. Rp, 1 .724.975,5:22'500,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Leiugsr.tng
1) Belanja Pegerwni ., ltp, 770.681,700.3t]:),00
2) Belernja Flibah Rp. 78,'216.404.200,0()
3) Belanja Bantuan Sosial ..,.,.. I{p. 8,15O.220.000,00
4) Belanja Bagi Hasil ..... Rp. 4.928,21 1.637,00
.5) Belanja Bantuan Keuangan. Rp. 257.399.7 72.800,00
6) Belania Tidak Terduga, Rp. - 3.500.000.000.00

Pp. Y2ZS?6.309.019,00
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai...... Rp. 40.947.168.920,00
2) Belanja Barang dan Jasa..... Rp. 362.365.242.323,00
3) Belanja Modal. Bp. 381.801-236.469.0O

Rp. 785.113.64U12,00
Jurnlah Belanja Rp. 1 .9OT .989.956.731,00

Surplus / (Defisit)...(Rp. 183.01a49a,2.31.00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan... Rp. 198.014.434.231,OO
b' Pengeluaran 

i;;i; r" 183.014.434.23 1.00
Selisih lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini,
yang terdiri atas :

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD; dan
b. Lampiran II Rincian Penjabaran APBI)

Pasal 3

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengr-rndangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan,

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Desember 2017

KASAN,

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Desember 2077

BERITA DABRAH KABUPATBN PAMBKASAN'IAHUN 2OI7 NOMOR 40

WAI{Tb&UPATI
,,,,:,'(-)-Lfi(

RIS DAERAH


